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PUTUSAN

Nomor 1270/Pdt.G/2019/PA.Bm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara perdata

tertentu pada tingkat  pertama telah menjatuhkan putusan cerai  gugat dalam

perkara yang diajukan oleh: 

Penggugat,  tempat  dan  tanggal  lahir  Bugis,  11  Juli  1972,  agama  Islam,

pekerjaan  Mengurus  Rumah  Tangga,  Pendidikan  Sekolah

Dasar,  tempat  kediaman  di    Kabupaten  Bima  sebagai

Penggugat ;

melawan

Tergugat,  tempat  dan  tanggal  lahir  Sumi  Lambu,  07  Agustus  1994,  agama

Islam,  pekerjaan  Nelayan,  Pendidikan  Sekolah  Dasar,

tempat kediaman Kabupaten Bima sebagai  Tergugat ;

 Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saki-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang,  bahwa  Penggugat  dengan  surat  Gugatannya  tertanggal

20 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima

Nomor  1270/Pdt.G/2019/PA.Bm.  tanggal  20 Agustus  2019 mengemukakan

hal-hal sebagai berikut :

Dalam Posita
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1. Bahwa,  pada  tanggal  19  Februari  2018,  Penggugat dengan  Tergugat

melangsungkan  pernikahan  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah

Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Sape,  Kabupaten  Bima  berdasarkan

Kutipan Akta Nikah Nomor : 0063/011/II/2018 tanggal 19 Februari 2018;

2. Bahwa,  setelah  pernikahan  tersebut  Penggugat  dengan  Tergugat

bertempat tinggal di rumah bawaan Penggugat di Desa Bugis Kecamatan

Sape  Kabupaten  Bima  selama  1  tahun  5  bulan.  Selama  pernikahan

tersebut  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  hidup  rukun  sebagaimana

layaknya suami isteri namun belum dikaruniai  keturunan;

3. Bahwa  sejak  bulan  Maret  2018  antara  Penggugat  dengan  Tergugat

terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan

akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

a. Tergugat malas/enggan mencari nafkah dan membebankan biaya hidup 

    rumah tangga kepada Penggugat; 

b. Tergugat suka memaksa / meminta uang kepada Penggugat untuk 

    membeli rokok dan kalau dibilang tidak ada uang Tergugat lalu marah, 

    mencaci maki, memukul dan mengancam Penggugat dengan senjata  

    tajam;

c. Tergugat suka mabuk-mabukan;

4. Bahwa  puncak  keretakan  rumah  tangga  antara  Penggugat  dengan

Tergugat  tersebut  terjadi  pada  bulan  Juli  2019 yang akibatnya  Tergugat

pergi  meninggalkan  kediaman bersama dan  tinggal  di  rumah orang  tua

Tergugat di Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, sejak itu pula

antara  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  pisah  tempat  tinggal  sampai
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sekarang.  Selama  itu  Tergugat  sudah  tidak  memperdulikan  Penggugat,

tidak lagi  melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami istri  sampai

sekarang;

5. Bahwa Penggugat  dengan Tergugat  sudah pernah diupaya  damaikan

oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

6. Bahwa  dengan  kejadian  tersebut  rumah  tangga  antara  Penggugat

dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga

tujuan  perkawinan  untuk  membentuk  rumah  tangga  yang  sakinah,

mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar

masing-masing  pihak  tidak  melanggar  norma hukum dan  norma agama

maka  perceraian  merupakan  alternatif  terakhir  bagi  Penggugat  untuk

menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat  sanggup untuk membayar biaya perkara ini  sesuai

dan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  diatas,  Penggugat  mohon  agar  Ketua

Pengadilan  Agama  Bima  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini,  selanjutnya

menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat ( ) Terhadap Penggugat ( );

3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

A. Subsidair :
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     Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan

pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa  pada  hari  sidang  yang  telah  ditetapkan,  Penggugat  datang

menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang meskipun menurut

relaas  Nomor  1270/Pdt.G/2019/PABm. 22  Agustus 2019  dan  tanggal 02

September  2019  telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidak hadiran

Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa  Majelis  Hakim  telah  berupaya  menasehati  Penggugat  agar

berdamai  dan  kumpul  kembali  dengan  Tergugat  akan  tetapi  tidak  berhasil,

selanjutnya  dibacakan  gugatan  Penggugat,  yang  isinya  tetap  dipertahankan

oleh Penggugat;

Bahwa  untuk  mendukung  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat Nomor: 5206065107721003

tertanggal  27  Maret  2019  oleh  Ketua  Majelis  diberi  kode  (P.1); dan

diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0063/011/II/2018 tanggal

19  Februari  2018 yang  dikeluarkan  oleh  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan Sape Kabupaten Bima, oleh Ketua Majelis diberi kode   (P .

2) dan diparaf;

Bahwa bukti  bukti  surat  tersebut  telah  diberi  meterai  cukup dan telah

dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa  selain  alat  bukti  surat  tersebut  Penggugat  telah  mengajukan

saksi-saksi sebagai berikut:
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Saksi  I:  SAKSI,  umur   38 tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  urusan   rumah

tangga , pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT.  05 RW. 03 desa Oi  Maci

Kecamatan   Sape  Kabupaten   Bima,  di  bawah  sumpah  memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- saksi adalah tetangga  Penggugat, kenal dengan Penggugat dan

Tergugat;

- saksi   tahu,  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  pasangan  suami

isteri ;

- saksi  tahu  Penggugat  dan  tergugat  setelah  menikahtinggal  di

Bugis   Kecamatan  Sape Kabupaten  Bima;

- saksi  tahu  bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  belum   dikaruniai

anak;

- saksi  tahu sejak  bulan  Maret  2018    Penggugat  dan Tergugat

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- saksi  tahu  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut  disebabkan

Tergugat malas bekerja;

- saksi tahu puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi

tanggal Juni 2019 mengakibatkan mereka pisah tempat tinggal sampai

sekarang;

- Saksi  tahu  keluarga  sudah  berusaha  medamaikan   Penggugat

dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi  II :  SAKSI,  umur   25 tahun,  agama Islam, pekerjaan urusan  rumah

tangga ,  pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT. 13 RW. 06 desa  Bugis
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Kecamatan   Sape  Kabupaten   Bima,  di  bawah  sumpah  memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- saksi adalah tetangga  Penggugat, kenal dengan Penggugat dan

Tergugat;

- saksi   tahu,  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  pasangan  suami

isteri ;

- saksi  tahu  Penggugat  dan  tergugat  setelah  menikahtinggal  di

Bugis   Kecamatan  Sape Kabupaten  Bima;

- saksi  tahu  bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  belum   dikaruniai

anak;

- saksi  tahu sejak  bulan  Maret  2018    Penggugat  dan Tergugat

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- saksi  tahu  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut  disebabkan

Tergugat malas bekerja;

- saksi tahu puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi

tanggal Juni 2019 mengakibatkan mereka pisah tempat tinggal sampai

sekarang;

- Saksi  tahu  keluarga  sudah  berusaha  medamaikan   Penggugat

dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu lagi,

dan selanjutnya mohon putusan; 

Bahwa untuk mempersingkat  uraian putusan ini,  cukuplah Pengadilan

menunjuk kepada berita acara perkara ini,  yang untuk selanjutnya dianggap

termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;
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TENTANG HUKUMNYA

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  pada  hari  persidangan  yang  telah  ditentukan

Penggugat     datang   di persidangan; 

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak hadir dipersidangan dan tidak

menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun

telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidak      hadirannya

karena sesuatu halangan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis

Hakim harus menyatakan Tergugat  yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini

patut  untuk  diperiksa  dan diputus  tanpa hadirnya Tergugat   vide Pasal  149

ayat(1) R.Bg.

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  tetap  berusaha  sedemikian  rupa

menasehati Penggugat     mengurungkan niatnya bercerai sesuai amanat pasal

31  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  9  tahun  1975  namun  tidak  berhasil

sehingga perkara ini harus diselesaikan melalui prosedur litigasi ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti   (P.2)  berupa foto kopi  Buku

Kutipan  Akta Nikah, terbukti bahwa perkawinan Penggugat  dengan Tergugat

dilaksanakan berdasarkan agama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 7

ayat (1) Kompilasi Hukum  Islam  jo. Pasal 285 RBg. harus dinyatakan terbukti

bahwa antara Penggugat  dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang

sah sampai sekarang, dengan demikian Majelis berpendapat Penggugat dan

Tergugat berkwalitas secara hukum menjadi pihak dalam perkara  aquo;
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Menimbang,  bahwa  sebagaimana  bukti  P.1   Penggugat   bertempat

tinggal di Kabupaten Bima,  yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bima,

maka berdasarkan Pasal  4  ayat  (1)  jo.  Pasal   73 ayat  (1)  Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor

50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama

Bima untuk mengadili.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang berkaitan dengan pokok perkara

setelah membaca secara seksama dalil-dalil gugatan  Penggugat  maka yang

menjadi  permasalahan  dalam perkara  ini  pada  pokoknya  apakah  beralasan

menurut hukum   bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat

dengan alasan-alasan yang pada pokoknya:

- sejak bulan Maret 2018 antara Penggugat dengan Tergugat terus-

menerus terjadi  perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan

akan  hidup  rukun  lagi  dalam  rumah  tangga  disebabkan  antara  lain

:Tergugat malas/enggan mencari nafkah dan membebankan biaya hidup

rumah tangga kepada Penggugat; Tergugat suka memaksa /  meminta

uang kepada Penggugat untuk membeli rokok dan kalau dibilang tidak

ada uang Tergugat lalu marah, mencaci maki, memukul dan mengancam

Penggugat dengan senjata   tajam Tergugat suka mabuk-mabukan;

- Bahwa  puncak  keretakan  rumah  tangga  antara  Penggugat

dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juli 2019   mengakibatkan

mereka pisah tempat tinggal sampai sekarang;
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Menimbang,  bahwa  untuk  maksud  tersebut,  Penggugat  telah

mengajukan saksi keluarga sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti saksi Penggugat oleh karena

kesaksian  disampaikan  dibawah  sumpah  di  muka  persidangan,  secara

substansial  kesaksian  kedua  saksi  relevan  dengan  dalil-dalil  gugatan

Penggugat,  saling  mendukung  serta  bersesuaian  satu  sama  lain,  maka

kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya, menurut Pasal 149 RBg. gugatan tanpa

hadirnya Tergugat dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama,

Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak mengajukan eksepsi

ketidakwenangan Pengadilan Agama memeriksa perkara aquo, kedua gugatan

beralasan hukum;

Menimbang  in  casu berdasarkan pertimbangan  diatas,  Tergugat  telah

dipanggil  secara  sah  dan  patut  tidak  hadir  dan  tidak  ternyata  Tergugat

mengajukan  eksepsi  tentang  ketidakwenangan  Pengadilan  Agama  Takalar

mengadili  perkara  ini.  Oleh  karena  itu  unsur  pertama  pasal  diatas  telah

terpenuhi;

Menimbang,  bahwa  untuk  menentukan  apakah  gugatan  Penggugat

beralasan hukum atau tidak, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan

hukum tentang perceraian ;

Menimbang, menurut pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor

9  tahun  1975  jo.  pasal  116  huruf  f  Kompilasi  Hukum Islam,  gugatan  cerai

dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada

alasan yang salah satunya bahwa antara suami  isteri  terus menerus terjadi
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perselisihan dan pertengkaran dan tidak harapan akan hidup rukun lagi dalam

satu rumah tangga;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  dalil  gugatan  Penggugat  yang

dikuatkan  keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat ditemukan

fakta bahwa:

- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

- sejak  bulan Maret 2018   Penggugat dan Tergugat sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran;

- perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut  disebabkan  Tergugat

malas bekerja;

- puncak  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut  terjadi  tanggal

Juni  2019  mengakibatkan  mereka  pisah  tempat  tinggal  sampai

sekarang;

- keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan tergugat

akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa in casu berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan

dengan melihat fakta dipersidangan bahwa Penggugat sama sekali sudah tidak

mempunyai harapan lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, maka harus

dinyatakan  terbukti  bahwa rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat    sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus  yang sulit untuk

dirukunkan kembali  dan tidak ada harapan untuk berkumpul lagi dalam satu

rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai

dengan pasal  19 huruf  (f)  Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta
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pasal  116 huruf  (f)  Kompilasi  Hukum  Islam,  sedangkan  usaha  perdamaian

pasal  82  ayat  (2)  Undang-Undang nomor  7 tahun 1989 sebagaimana telah

diubah dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan

pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9

tahun  1975  ternyata  tidak  berhasil,  maka  dalam  hal  ini Perceraian  a  quo

dipandang sebagai “perceraian yang wajar dan baik”,  hal ini relevan dengan

pendapat  ahli  Hukum Islam yang  terdapat  dalam Kitab  At  Thalaq  Min  Asy

Syari'atil Islamiyah Wal Qonun  halaman 40 yang diambil  alih sebagai bahan

pertimbangan Majelis  Hakim  dalam  putusan  ini  yang  menyatakan  sebagai

berikut; Artinya:

”Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya

kehendak  untuk  melepaskan  ikatan  Perkawinan  ketika  terjadi pertengkaran

(berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang

mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”.

Menimbang,  bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat

dalam  surat  Ar-Rum  ayat  21  dan  juga  ketentuan  pasal  1  Undang-Undang

Nomor  1 tahun  1974  dinyatakan  bahwa  tujuan  perkawinan  adalah  untuk

membentuk  rumah tangga  yang  sakinah,  mawaddah  dan  rahmah  dan  jika

Penggugat  dan Tergugat selaku pasangan suami  isteri  telah ternyata sudah

tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi

dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah

tangganya dengan Tergugat,  maka agar kedua belah pihak berperkara tidak

lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian
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dapat  dijadikan  salah  satu  alternatif  untuk menyelesaikan  sengketa  rumah

tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut

diatas,  dengan demikian  gugatan Penggugat  untuk bercerai  telah  beralasan

hukum sebagaimana maksud pasal 19 huruf f serta pasal 22 ayat 2 PP Nomor

9 tahun 1975 dan pasal 117 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu ,

gugatan  Penggugat  sebagaimana  petitum angka  2  patut  dikabulkan  secara

verstek  dengan  menjatuhkan  talak  satu  ba’in  sugra  Tergugat  terhadap

Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang

telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

terakhir  diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,  maka biaya

perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala dalil syar’i dan Pasal-Pasal dari perundang-undangan

yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan  Tergugat  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan

patut  untuk menghadap sidang, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan  talak  satu  Bain  Sugra  Tergugat  ( )  Terhadap

Penggugat ( );

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

ini sejumlah  Rp 566.000,- (  lima ratus enam puluh enam ribu rupiah); 
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 Demikian perkara ini diputuskan  dalam permusyawaratan Majelis Hakim

pada hari Jum’at  tanggal 06 September  2019 M bertepatan dengan tanggal

06 Muharram 1441 H oleh kami  Ahmad Rifai, S.Ag.,  M.H.I. sebagai Ketua

Majelis, Drs.  H.  Mukminin dan   Uswatun  Hasanah,  S.HI masing-masing

sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka

untuk  umum oleh  Ketua  Majelis   tersebut  dengan  didampingi  oleh  Hakim–

Hakim Andan dibantu oleh  Drs. H. Ikhlas  sebagai Panitera Pengganti serta

dihadiri oleh  Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I: Ketua Majelis

Ttd. Ttd.

Drs. H. Mukminin.  Ahmad Rifai, S.Ag., M.H.I

Hakim Anggota II:

Ttd.

Uswatun Hasanah, S.HI Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. H. Ikhlas 

Perincian Biaya Perkara :      

1. Pendaftaran    : Rp. 30.000,-

2. Proses      : Rp. 50.000,-

3. Panggilan        : Rp. 470.000,-

4. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,-

5. Redaksi                     : Rp. 10.000,- 

6  .   Meterai                          :       Rp.          6.000,-             
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   Jumlah Rp. 566.000,-

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)
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